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ABSTRAK 

 
BAITUL AMRI. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Alokasi Dana Desa, 
Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap 
lembaga pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor dianataranya, akuntabilitas keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan 
kelembagaan desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh akuntablitas 
keuangan dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan 
masyarakat desa Rengas. 

Penelitian ini merupakan field research dengan pendekatan kuantitatif. 
Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi warga Desa Rengas 
3.871 orang. Jumlah sampel 100 orang diambil dengan menggunakan teknik simple 
random sampling. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier 
Berganda. 

Pengambilan keputusan pada uji t adalah t hitung > t tabel maka H0 ditolak 
dan Ha diterima, artinya signifikan. Sedangkan jika t hitung < t tabel maka H0 
diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. Selain itu jika nilai sig < 0,05 maka 
variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, jika nilai sig >0,05 
maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil 
uji t hitung 2,089 > t tabel 1,66088, hasil ini menunjukkan bahwa variabel 
akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD  berpengaruh secara signifikan terhadap 
kesejahteraan masyarakat. Hasil uji t variabel kebijakan desa t hitung 2,773 > t tabel 
1,66088, hasil ini menunjukkan kebijakan desa berpengaruh secara signifikan 
terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil uji t variabel kebijakan desa t hitung 
3,221 > t tabel 1,66088, hasil ini menunjukkan kebijakan desa berpengaruh secara 
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil uji F hitung dilihat F hitung 
27,653 > F tabel 2,70 dan nilai sig 0,000 < 0,05 maka secara simultan variabel 
independen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD (X1), Kebijakan Desa 
(X2) dan Kelembagaan Desa (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen yaitu Kesejahteraan Mssyarakat. Variabel akuntabilitas pengelolaan 
keuangan ADD, kebijakan desa, dan kelembagaan desa secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa sebesar 44,7% dan 
sisanya 55,3% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian. 
 
Kata Kunci : Akuntabilitas Keuangan ADD, Kebijakan Desa, Kelembagaan 
Desa, Kesejahteraan Masyarakat. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah 

sebagai berikut. 

1. Konsonan  

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

ا  Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

ب  Ba B Be 

ت  Ta T Te 

ث  Sa ṡ es (dengan titik di atas) 

ج  Jim J Je 

ح  Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) 

خ  Kha Kh ka dan ha 

د  Dal D De 

ذ  Zal Ż zet (dengan titik di atas) 

ر  Ra R Er 

ز  Zai Z Zet 

س  Sin S Es 
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ش  Syin Sy es dan ye 

ص  Sad Ș es (dengan titik di bawah) 

ض  Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 

ط  Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 

ظ  Za ẓ zet (dengan titik di bawah) 

ع  Ain ʼ koma terbalik (di atas) 

غ  Gain G Ge 

ف  Fa F Ef 

ق  Qaf Q Qi 

ك  Kaf K Ka 

ل  Lam L El 

م  Mim M Em 

ن  Nun N En 

و  Wau W We 

ه  Ha H Ha 

ء  Hamzah ˋ Apostrof 

ي  Ya Y Ye 

 

2. Vokal 

Vokal Tunggal Vokal Rangkap Vokal Panjang 

a = اَ   ā = أ  

i = اِ  ai = اَيْ  ī = إي 

u = اُ  au = اَوْ  ū = أُو 
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3. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.  

Contoh: 

 ditulis   mar’atun jamīlah مرأةجميلة

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/.  

Contoh:  

 ditulis  fāṭimah  فاطمة

4. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi syaddad tersebut.  

Contoh: 

 ditulis  rabbanā  ربنا

 ditulis  al-birr  البر

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu.  

Contoh: 

 ditulis  asy-syamsu  الشمس

 ditulis  ar-rajulu  الرجل

 ditulis  as-sayyidah  السيدة

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanda sempang.  

Contoh: 

 ditulis  al-qamar  القمر

 ditulis  al-badīʼ  البديع

 ditulis  al-jalāl  الجلال
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6. Huruf hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan apostof /`/.  

Contoh:  

 ditulis  umirtu  أمرت

 ditulis  syai`un  شىء
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai rangkaian 

penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang 

Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantu, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan khusus suatu 

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas 

tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan 

hidup masyarakat desa.1 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang dalam  mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahaan Negara Republik Indonesia. Perihal ini disebabkan desa lebih 

dekat dengan masyarakat sehingga program dari masyarakat lebih cepat 

tersampaikan. 

 
1Rahardjo, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, (Gadjah Mada University, 2010), 

hlm. 28. 
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Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan 

Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya 

dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan 

pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

desa.2 Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 2, juga 

disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari pendapatan asli desa, dana 

desa, bagian dari hasil pajak daerah paling sedikit 10%, Alokasi Dana Desa, 

bantuan keuangan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, dan dana hibah 

dari pihak ketiga. 

Selain diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, 

pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 

Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat 

menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah 

mencangkup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan 

pertanggungjawaban. Disamping itu Pemendagri No.113 Tahun 2014 ini 

mengharuskan agar pengeloaan kuangan desa dilakukan secara transparan, 

akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.  

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa 

pengertian Dana Desa atau disingkat (DD) adalah : 

 
2Soerjono, Soekanto, Sosiologi suatu Ilmu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), hlm. 22. 
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”Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN)  yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat” 

Sedangkan pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus (DAK).” 

     Perbedaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) paling utama 

terletak pada sumber dananya, Dana Desa bersumber dari APBN, 

sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 

10% dari DAU ditambah DBH.3 

Dana Desa merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan 

dalam APBN. Penyaluran Dana Desa secara langsung ke Desa melalui 

Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 

sebagai penyimpanan sementara Dana Desa. Sedangkan, Alokasi Dana Desa 

(ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 

mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas 

 
3  http://www.djpk.kemenkeu.go.id (Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB)   

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-perbedaan-dana-desa-dan-alokasi-dana-desa-2
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Desa (RKD). Besaran penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap Desa diatur 

dalam perhitungan yang dibuat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan 

memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang 

kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. 

  Pada dasarnya penggunaan Dana Desa ialah untuk membiayai pelaksanaan 

program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Sedangkan untuk penggunaan Alokasi Dana Desa sebesar-besarnya 

digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

  Penggunaan bantuan langsung Alokasi Dana Desa dibagi menjadi dua 

bagian, bagian pertama sebesar 30% digunakan untuk Biaya Operasional 

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, sedangkan bagian yang kedua sebesar 70% digunakan untuk 

pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa mengikuti ketentuan data 

cara Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). 

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang signifikan bagi Desa untuk 

menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran 

sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat 

Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa 

adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari 

Alokasi Dana Desa. 

Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol 

dari Pemerintah dan Masyarakat yang kurang. Oleh karena itu perlu diketahui 
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sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan sejauh 

mana peran dari alokasi dana desa dalam program desa sehingga tujuan 

Pemerintah mengalokasikan dana pemerintah pusat dan daerah bisa membantu 

program desa dan tujuan pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat.4 

Menurut  Waluyo  akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan 

kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk 

menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. 

Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan 

penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan 

good governance.5 Perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan 

keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa 

dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana 

Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program Desa dan tujuan 

Pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat.6 

Wujud nyata Kabupaten Pekalongan dalam membantu dan meningkatkan 

partisipasi pemerintah desa adalah terus berupaya dalam meningkatkan 

Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk 

mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tanggannya. 

 
4Justita Dura. "Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, 

kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa 
Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)."(Jurnal Jibeka 10.1 2016), hlm. 27. 

5Waluyo, konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah, 
(Bandung: CV. Mandar Maju, Manajemen Publik. 2009), hlm.195. 

6Justita Dura. "Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, 
kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa 
Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)."(Jurnal Jibeka 10.1 2016), hlm.27. 
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Berikut data ADD yang diterima Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, 

Kabupeten Pekalongan. 

Tabel 1.1 

Daftar Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016-2018 

No Tahun Besarnya ADD 

1 2016 Rp 260.783.000 

2 2017 Rp 337.383.600 

3 2018 Rp 350.122.000 

Sumber : Dokumen ADD Desa Rengas 

 

  Tabel 1.1 menunjukan bahwa di tahun 2016-2018 ADD mengalami 

kenaikan yang cukup banyak, itu dapat dikatakan bahwa pemerintah siap 

membantu dalam upaya kesejahteraan masyarakat Desa.  

  Pada rekapitulasi kegiatan Alokasi Dana Desa tahun 2018 Desa Rengas, 

alokasi dana untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 

261.185.902, alokasi dana untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa 

sebesar Rp. 18.720.000, alokasi dana untuk bidang pembinaan kemasyarakatan 

sebesar Rp. 35.925.402, alokasi dana untuk bidang pemberdayaan masyarakat 

sebesar Rp. 34.290.696, dengan total alokasi dana desa yang diterima 

Rp.350.122.000. 

  Dengan kisaran Alokasi Dana Desa yang diterima, masyarakat sangat 

menginginkan kemajuan desanya agar lebih baik, dengan hal tersebut maka 

yang harus diperhatikan oleh pemerintahan desa adalah pengambilan 
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kebijakan, karena kebijakan yang tepat dapat membuat desa lebih baik, dan 

masyarakat dapat merasakan dengan adanya kebijakan tersebut kehidupan 

masyarakat jadi lebih sejahtera. 

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena 

setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut, 

meskipun berskala kecil dan lokal yang mencangkup wilayah administrasi desa 

itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal dilevel desa tertuah dalam 

bentuk peraturan desa, secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, 

peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut dan penjabaran dari peraturan 

yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, 

melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan 

pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian desa memiliki 

hak dan wewenang berpartisipasi dalam bentuk menentukan arah 

pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara 

khusus.7 

Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penentuan kebijakan 

pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan 

kebijakan pembangunan tersebut. Dengan partisipasi diharapkan masyarakat 

mampu melakukan perencanaan pembangunan (melalui pencanaan tata ruang 

desa) bersama-sama dengan pemerintah setempat, melaksanakan 

pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat dan mengawasi jalannya 

 
7Justita Dura. "Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, 

kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa 
Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)."(Jurnal Jibeka 10.1 2016), hlm. 29. 
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pembangunan serta hasil pembangunan dan yang paling utama adalah 

masyarakat dapat manikmati hasil pembangunan yang dibiayai melalui pajak-

pajak yang berasal dari jerih payah rakyat.  

Islamy  mencatat ada tiga hal yang bisa dipetik dengan adanya pelibatan 

bawahan (masyarakat) dalam penentuan kebijakan yaitu: (a). masyarakat 

memiliki sense of bolonging terhadap keputusan yang mereka sendiri ikut 

membuatnya ;(b). masyarakat memiliki sense of partisipation;dan (c) 

masyarakat akan memiliki rasa bertanggungjawab (sense of accountability) 

atas keberhasilan pelaksanaan tersebut.8 

Lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi 

Pemerintah Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa 

adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan serta pembangunan yang 

seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Menurut Soerjono 

Soekanto, lembaga kemasyarakatan adalah merupakan himpunan dari pada 

norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok 

dalam kehidupan masyarakat.9 

Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 94 ayat 1, Desa 

mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu 

pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 

 
8Selamet Joko Utomo."Implementasi Kebijakan AnggaranPendapatan dan BelanjaDesa 

(APBDes) UntukMeningkatkan Pembangunan Desa (StudiKasus di Desa Bandung 
KecamatanGedegKabupatenMojokerto)." Media Trend 10.1 (2015), hlm. 20. 

9Dura, Justita. "Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, 
kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa 
Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)."(Jurnal Jibeka 10.1 2016), hlm. 29.. 
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pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa.10 yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan 

transparansi ditingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat 

lebih berparan aktif dalam kegiatan pembangunan. Di dalam desa telah 

dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, karang taruna, Badan Permusyawaratan 

Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertugas membantu 

pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat 

desa.11 

Kesejahteraan Masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan 

sosial, material, dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan 

dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga negara untuk 

mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial bagi diri, 

keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi 

manusia sesuai dengan Pancasila.12 Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006 

yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, 

pendidikan, dan pendapatan. 

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat 

menunjukan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai 

kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan 

 
10Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
11Yuli Kurniawati and Bill J.C Pangayow. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung dan Kelembagaan Kampung 
terhadapMasyarakat." Jurnal Akuntansi dan keuangan Daerah 12.2.2017), hlm. 77. 

12 INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK.”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.” (2006) 
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dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, 

kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat 

pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap 

budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi 

dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.13 

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. 

Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang di ajarkan oleh 

Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang di maksudkan dalam Al-Qur’an 

bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan 

oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan 

menjauhi apa yang dilarangnya. 

Didalam Qs. Al-Nahl ayat 97 dijelaskan “Barang siapa mengerjakan 

kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri 

balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, 

dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa 

Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan”. 

 

 

 
13Erni Tahir, Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten 
Wakatobi), (Skipsi Universitas Halu Ole, 2018), hlm. 33. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 

maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah akuntabilitas keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Rengas? 

2. Apakah Kebijakan Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat 

Desa Rengas? 

3. Apakah Kelembagaan Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Rengas? 

4. Apakah akuntabilitas keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, 

Kelembagaan Desa secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat pada Desa Rengas? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan pada Penelitian “Pengaruh akuntabilitas keuangan Alokasi Dana 

Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan” 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel akuntabilitas keuangan 

Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa sebagai 

variabel independent. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel keberhasilan sebagai variabel 

dependent. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumus masalah diatas, maka tujuan dari  penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas Alokasi Dana Desa terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Rengas 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Desa terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Rengas 

3. Untuk mengetaui pengaruh Lembaga Desa terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Rengas 

4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan Alokasi Dana Desa, 

Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

bagi penulis dan pembaca tentang “Pengaruh akuntabilitas keuangan 

Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan”. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini memberi pemahaman pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan kesejahteraan masyarakat pada Desa Rengas. 

b. Bagi Akademisi 

Diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat bagi para akademisi, 

serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya 

terkait dengan Pengaruh akuntabilitas keuangan Alokasi Dana Desa, 

Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap kesejahteraan 

masyarakat pada Desa Rengas.  

c. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 

mengambil kebijakan apapun terkait kesejahteraan masyarakat pada 

Desa Rengas. 

 

F. Sistematika Penulisan  

 Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis 

menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga menunjukan hasil 

penelitian yang baik dan mudah dipahami. 

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 

 BAB I  : PENDAHULUAN  
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  Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

 BAB II : KERANGKA TEORI 

Bab ini berisi tentang Landasan Teori, Tinjauan Pustaka, 

Kerangka Berfikir, dan Hipotesis 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Pendekatan Penelitian, Setting 

Penelitian, Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian, dan Teknik Analisis Data.   

 BAB IV :ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang Diskripsi Data, Analisis Data, dan 

Pembahasan 

 BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas 

keuangan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Responden 

dalam penelitian ini adalah 100 masyarakat di desa Rengas. Berdasarkan data 

yang telah dilakukan maka dapat diambil keputusan sebagai berikut : 

1. Nilai signifikansi variabel akuntabilitas keuangan ADD  0,039  <  0,05 dan 

 2,089 >  1,66088 maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Sehingga 𝑡h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan ADD 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.  

2. Nilai signifikansi variabel kebijakan desa 0,007 <  0,05 dan  2,773 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

>  1,66088 maka H02 ditolak dan Ha2 diterima. Sehingga dapat 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

disimpulkan bahwa variabel kebijakan desa berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 

3. Nilai signifikansi variabel kelembagaan desa 0,002 < 0,05 dan  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

3,221 >  1,66088 maka H03 ditolak dan Ha3 diterima. Sehingga dapat 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

disimpulkan bahwa variabel kelembagaan desa berpengaruh secara 

signifikan terhadap kesejahteraan desa dan pengaruhnya positif. 

4. Variabel akuntabilitas keuangan ADD, kebijakan desa dan kelembagaan 

desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan desa 

Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ditunjukkan dari 

hasil uji F dilihat dari F hitung 27,653 > F tabel 2,70 dan nilai sig 0,000 < 
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0,05 maka secara simultan variabel berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat. 

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD, kebijakan desa 

dan kelembagaan desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat sebesar 44,7% dan 55,3% dipengaruhi variabel 

lain diluar penelitian. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan simpulan di atas maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini masih mampu menjelaskan 44,7%, artinya bahwa 

ketiga variabel independen mempengaruhi berubahnya variabel dependen 

sebesar 44,7% faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan 

masyarakat Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-

variabel independen lain, seperti variabel penggunaan aplikasi e-

budgeting. Penambahan variabel e-budgeting perlu dilakukan supaya 

penelitian selanjutnya mendapatkan hasil yang akurat tentang pengelolaan 

keuangan dengan sistem online, dan dapat diakses masyarakat. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel yang lebih 

banyak sehingga hasil analisis dari penelitian yang didapatkan akan lebih 

akurat. 
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3. Bagi Lembaga Desa diharapkan mampu meningkatkan program-progam 

desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Rengas 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 
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